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415 kendaraan Pemkab Rejang Lebong ikut pemutihan pembayaran pajak 

 
 

 
 

 
Rejang Lebong, Bengkulu (ANTARA) - Sebanyak 415 kendaraan dinas milik Pemerintah 
Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, baik jenis roda dua maupun empat yang 
menunggak pembayaran pajak mengikuti program pemutihan. 
Kasi Penagihan dan Pelaporan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Pendapatan Daerah 
(UPTD-PPD) Kantor Samsat Kabupaten Rejang Lebong Ananto Supratno saat dihubungi di 
Rejang Lebong, Kamis, saat ini pihaknya tengah melaksanakan program pemutihan tunggakan 
pajak kendaraan bermotor yang dilaksanakan mulai 1 Mei hingga 31 Agustus mendatang. 
"Kami sudah menghadap bapak Sekda Kabupaten Rejang Lebong guna menyampaikan tunggakan 
pajak kendaraan dinas milik Pemkab Rejang Lebong sebanyak 415 unit, dengan jumlah tunggakan 
pajak mencapai Rp256 juta," kata dia. 
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Dia menjelaskan kendaraan dinas yang menunggak ini terdiri dari kendaraan roda empat sebanyak 
81 unit, kemudian kendaraan roda dua sebanyak 334 unit. 
Jumlah kendaraan dinas yang menunggak pembayaran pajak ini, kata dia, akan terus berkurang 
karena pada tahun ini bisa mengikuti program pemutihan pajak terhitung 1 Mei hingga 31 Agustus 
mendatang. 
"Sejauh ini sudah ada beberapa dinas yang mengikuti program pemutihan pajak dengan jumlah 
sebanyak 14 unit, terdiri dari 10 unit kendaraan roda dua dan empat unit kendaraan beroda empat," 
terangnya. 
Ia mengatakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang digulirkan Pemprov Bengkulu 
tersebut guna meringankan beban masyarakat dalam melunasi tunggakan pajak kendaraan masing-
masing. 
Masyarakat yang mengikuti program ini mendapat pembebasan pokok tunggakan pajak kendaraan 
bermotor, kemudian pembebasan denda pajak kendaraan bermotor (PKB) dan pembebasan bea 
balik nama kendaraan (BBNKB). 
Dia mengimbau kalangan masyarakat Rejang Lebong yang memiliki kendaraan baik roda dua 
maupun empat yang menunggak pembayaran pajak agar dapat mengikutinya karena waktunya 
hanya sampai 31 Agustus 2023 mendatang. 
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Catatan Berita  
 

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah 
Pusat dan Pemerintahan Daerah 

Pasal 1 ayat (20) 

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang 
diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 
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dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. 

Pasal 1 ayat (21) 

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang 
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, 
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah 
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Pasal 1 ayat (24) 

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan 
pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 1 ayat (28) 

Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan 
dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. 

Pasal 4 ayat (1) 

Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas: 

a. PKB; 

b. BBNKB; 

C. PAB; 

d. PBBKB; 

e. PAP; 

f. Pajak Rokok; dan 

g. Opsen Pajak MBLB. 

Pasal 8 

(1) Subjek PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki danf atau menguasai 
Kendaraan Bermotor. 

(2) Wajib PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor. 

Pasal 10 ayat (1) 

Tarif PKB ditetapkan sebagai berikut: 



Catatan Berita | UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu 4 
 
 

a. untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor pertama, ditetapkan paling 
tinggi 1,2% (satu koma dua persen); dan 

b. untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya, dapat 
ditetapkan secara progresif paling tinggi sebesar 60% (enam persen). 

Pasal 96 ayat (1) 

Kepala Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan 
pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi. 
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